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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 38 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2OT.O

BISMITLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa  memenuh i  ke ten tuan  Pasa l  6  Qanun  Ko ta  Langsa  Nomor  3  Tahun  2010  ten tang  Pe rubahan

Anggaran,  Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010,  per lu menjabarkan Perubahan

Anggaran ,  Pendapa tan  dan  Be lan ja  Ko ta  Langsa  Tahun  2010  sebaga i  l andasan  ope ras iona l

pe laksanaan  pe rubahan  APBK Tahun  Angga ran  20L0 ;

bahwa  sehubungan  dengan  ha l  t e r sebu t  d i  a tas ,  pe r l u  d ia tu r  da lam pe ra tu ran .

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  ten tang  Pa jak  Bumi  dan  Bangunan  (Lembaran  Negara  Tahun

1985 Nomor 68,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana te lah d iubah dengan

Undang-Undang Nomor 1"2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,  Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bers ih dan Bebas dar i

Ko rups i ,  Ko lus i  dan  Nepo t i sme  (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  75 ,  Tambahan  Lembaran

Negara  Nomor  3851 ) ;

Undang -Undang  Nomor  20  Tahun  2000  ten tang  Bea  Pe ro lehan  Hak  A tas  Tanah  dan  Bangunan

(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2000  Nomor  130 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001,  tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun

2001  Nomor  83  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4110 ) ;

Undang -Undang  Nomor  30  Tahun  2002  ten tang  Komis i  Pemberan tasan  T indak  P idana  Ko rups i

(Lembaran Negara Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 Tahun 2002);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

Undang -Undang  Nomor  1  Tahun  2004  ten tang  Pe rbendaha raan  Negara  (Lembaran  Negara  Tahun

2004 Nomor 5,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang -Undang  Nomor  10  Tahun  2004  ten tang  Pemben tukan  Pe ra tu ran  Pe rundang -Undangan

(Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  53 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer iksaan Pengelo laan dan Tanggung .Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400);

Undang -Undang  Nomor  25  Tahun  2004  ten tang  S i s tem Perencanaan  Pembangunan  Nas iona l

(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2004  Nomor  104 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k

l ndones ia  Nomor  4a2 t l  :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemer intahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun

2004  Nomor  1 .25 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4437 )  sebaga imana  te lah  d iubah  un tuk  kedua

ka l i nya  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  Pe rubahan  Kedua  A tas  Undang

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  {Lembaran  Negara  Tahun  2008  Nomor

59,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 48AA);

Undang -Undang  Nomor  33  Tahun  2004  ten tang  Pe r imbangan  Keuangan  an ta ra  Pemer in tah  Pusa t

dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4438\ ;
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13.  Undang Undang Nomor LL Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006

Nomor  62 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4633 ) ;

Undang ,Undang  Nomor  28  Tahun  2009  ten tang  Pa jak  Dae rah  dan  Re t r i bus i  Dae rah  (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemer intah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wak i l  Kepa la  Dae rah  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2000  Nomor  2 tO ,  Tambahan

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor aO28);

Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,  Tambahan
Peraturan Pemer intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik

Indonesia Nomor 45O2);

Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi  Pemer intahan (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Nomor a503);

Peraturan Pemer intah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pin jaman Daerah {Lernbaran Negara Tahun

2005 Nomor 131,  Tambahan Lernbaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per imbangan (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575\  ;
Peraturan Pemer intah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi  Keuangan Daerah,

sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Pe ra tu ran  Pemer in tah  Nomor  65  Tahun  2010  ten tang  Pe rubahan

Atas Peraturan Pemer intah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi  Keuangan Daerah (

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 1L0,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik

Indones ia  Nomor  5155 ) ;

Peraturan Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 l 'Jomor 139,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1"50,  Tambahan Lembaran Negara Nomor

4585);

25 .  Pe ra tu ran  Pemer in tah  Nomor  79  Tahun  2005  ten tang  Pedoman  Pemb inaan  dan  Pengawasan

Penyelenggaraan Pemer intah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor L65,  Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemer intah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemer intah Daerah

kepada Pemer intah,  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwaki lan Rakyat  Daerah,  dan Informasi  Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,  Tambahan Lernbaran Negara Republ ik

Indones ia  Nomor  +693 )  ;

Peraturan Pemer intah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner ja Instansi

Pemer intah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4614;

Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo laan Keuangan

Daerah,  sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 59 Tahun 2OO7 ;

Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemer intah sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i  terakhi r  dengan Peraturan Presiden Republ ik

Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketu juh Atas Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;  Pemer intah;

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( lembaran Daerah

Nanggroe Aceh Darussalarn Tahun 2007 Nomor 3,  Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh

Darussa lam Nomor  3 ) ;

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelo laan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor L2) .

Qanun  Ko ta  Langsa  Nomor  3  Tahun  2010  ten tang  Pe rubahan  Angga ran  Pendapa tan  dan  Be lan ja  Ko ta

Langsa Tahun 2010.
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN

BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010 semula sejumlah Rp.378.134.518.005,-

ber tambah sejumlah Rp.17.510.026.722,-  sehingga menjadi  Rp.395.644.547.727,-  dengan r inc ian sebagai

b e r i k u t :

1 .  Pendapa tan :

a .  Semu la

b.  Ber tambah

Jumlah  Pendapa tan  Se te lah  Pe rubahan

2 .  Be lan ja  Dae rah :

a .  Semu la

b.  Ber tambah

Jumlah  Be lan ja  Se te lah  Pe rubahan

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan

3 .  Pemb iayaan :

a .  Pene r imaan

1 .  Semu la

2.  Ber tambah

Rp .  362 .526 .938 .885 .00

Rp. 395.644.  547 .7 27 .OO

Rp. (33.117.608.842.00)

Jumlah  Pene r imaan  Se te lah  Pe rubahan

Penge l  ua ra  n

1.  Semula

2.  Ber tambah

Rp .  55 .335 .186 .992 .00

D ,

Rp. 361.856.306.247 .00

Rp.  670.632.638.00

Rp. 378.134.518.005.00

Rp. 17.51.O.029.722.OO

Rp.38 .176 .912 .808 .00

Rp. 17.158.214.184.OO

Rp. 2L.898.7 01.050.00

Rp. 318.877.100.00

Jumlah Pengeluaran Sete lah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Net to

Sisa [ebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Rp. 22.21.7 .578. 150.00

Rp. 33.117.608.842.00

D iu  nda  ngka  n
pada  tangga l
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Pembina Utama Madya
Nr  P.  19s607091985031003
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di  Langsa

3 Desember 201.0 H

Pasal 2

Pen jaba ran  Pe rubahan  APBK sebaga imana  d imaksud  da lam Pasa l  l  d i r i nc i  l eb ih  l an ju t  pada  Lamp i ran  l l

Pe ra tu ran  i n i .

Pasal 3

Lamp i ran  sebaga imana  d imaksud  da lam Pasa l  2  merupakan  bag ian  yang  t i dak  t e rp i sahkan  da r i  Pe ra tu ran  i n i .

Pasal 4

Peraturan Wal ikota Langsa in i  mula i  ber laku pada tanggal  d i te tapkan

Agar set iap orang mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan Peraturan in i  dalam Ber i ta  Daerah.

Di tetapkan d i  Langsa
pada  tangga l  3  Desember  2010  M
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